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ABSTRACT

The implementation of Sharia law in addressing economic crimes is a
crucial step toward establishing a fair and sustainable economic system.
This study aims to analyze various forms of criminal acts within the Sharia
economic system, identify the factors influencing such violations, and assess
the role of ethics and the effectiveness of Sharia law in preventing and
addressing these offenses. Furthermore, it evaluates the relationship
between Sharia legal norms and ethical principles in regulating economic
misconduct. This research employs a qualitative approach, using data
collection techniques such as in-depth interviews, participatory
observation, and document analysis. Informants include Sharia law
practitioners, Islamic economic experts, and entrepreneurs involved in the
Islamic financial system. The data were analyzed to understand the
practices and challenges of applying Sharia principles in preventing
actions such as riba (usury), gharar (uncertainty), maysir (gambling), as
well as corruption and fraud in economic transactions. The findings reveal
that criminal acts in Sharia-based economies undermine the principles of
justice and transparency. Sharia ethics plays a significant role as both a
moral foundation and internal control system in preventing violations.
Moreover, the effective implementation of Sharia law, supported by robust
oversightand public education, can enhance the integrity and sustainability
of the Islamic economic system.

ABSTRAK

Penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi
merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil
dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai
bentuk tindak kriminal dalam ekonomi syariah, mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran, serta menilai peran etika
dan efektivitas hukum syariah dalam mencegah dan menangani
pelanggaran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi hubungan
antara norma hukum syariah dan prinsip etika dalam pengaturan tindak
kriminal ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan analisis dokumentasi. Informan terdiri dari praktisi hukum
syariah, ahli ekonomi Islam, dan pelaku usaha di sektor keuangan syariah.
Data dianalisis untuk menggambarkan praktik dan tantangan penerapan
prinsip-prinsip syariah dalam mencegah tindakan seperti riba, gharar,
maisir, serta korupsi dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal dalam ekonomi syariah
merusak prinsip keadilan dan transparansi. Etika syariah berperan penting
sebagai sistem pengendalian internal dan moral dalam menekan
pelanggaran. Sementara itu, penerapan hukum syariah yang disertai sistem
pengawasan yang kuat dan edukasi kepada masyarakat dapat
meningkatkan integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam.
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PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah di Indonesia berakar pada prinsip keadilan,
transparansi, dan keberkahan, serta menekankan etika bisnis yang sesuai dengan
ajaran Islam. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan serius
yang menghambat integritas sistem ini, seperti penipuan berkedok investasi halal,
penggelapan dana zakat atau wakaf, dan praktik riba yang terselubung. Fenomena
ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja hukum ekonomi syariah
dirancang untuk meningkatkan integritas sektor ekonomi, pelanggaran tetap terjadi
dan memerlukan perhatian serius (Prayoga et al., 2023; Rosyidi, 2023).

Hukum Islam memberikan pandangan yang jelas mengenai pelanggaran
dalam praktik ekonomi syariah. Penipuan dan penggelapan termasuk dalam
kategori pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan
keadilan. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih
menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah minimnya kesadaran dan
pemahaman di kalangan lembaga terkait mengenai hukum ekonomi syariah
(Rosyidi, 2023; Syarif, 2019). Jika tidak ada tindakan preventif dan penegakan
hukum yang tegas, maka pelanggaran serupa akan terus terulang.

Dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia,
penerapan sanksi terhadap tindak kriminal dalam ekonomi syariah memerlukan
pendekatan yang holistik. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
merupakan bentuk penguatan kelembagaan dalam penyelesaian formal (Syarif,
2019). Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk
keterbatasan instrumen hukum yang komprehensif dan implementatif untuk
menangani perkara ekonomi syariah secara efektif (Hudawati, 2020). Oleh karena
itu, reformasi hukum menjadi hal yang penting agar penerapan prinsip-prinsip
syariah dapat diintegrasikan secara lebih kuat dalam sistem penegakan hukum
nasional (Yasin, 2017).

Selain aspek hukum, dukungan publik dan pemahaman masyarakat terhadap
nilai-nilai ekonomi syariah juga menjadi elemen penting. Peningkatan kegiatan
edukasi dan sosialisasi, khususnya bagi generasi muda, dapat memperkuat
partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran dalam
praktik ekonomi syariah (Saputri, 2022). Dengan pemahaman yang memadai,
masyarakat diharapkan mampu menjadi bagian dari pengawasan sosial terhadap
sektor ini.

Dengan demikian, tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di
Indonesia menuntut adanya kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga
legislatif, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas. Kolaborasi ini harus
diarahkan untuk membangun sistem yang tangguh terhadap pelanggaran serta
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memastikan penerapan sanksi hukum yang tidak hanya berlandaskan hukum
positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan prinsip syariah (Yasin, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk tindak
kriminal yang terjadi dalam sistem ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai peran
etika dalam mencegah dan menangani tindak kriminal, dengan mengkaji sejauh
mana prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai syariah dapat menjadi pencegah yang
efektif terhadap pelanggaran dalam praktik ekonomi. Selain itu, penelitian ini akan
mengevaluasi penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi,
serta mengukur efektivitasnya dalam menjaga integritas sistem ekonomi syariah.
Terakhir, penelitian ini berusaha untuk meneliti hubungan antara norma hukum
syariah dan prinsip etika dalam mengatur tindak kriminal di sektor ekonomi, guna
memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada.

LANDASAN TEORITIS
Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang sering disebut sebagai syariah jinayah, terdiri
dari norma dan peraturan yang mengatur perilaku individu dan masyarakat
berdasarkan ajaran Islam. Hukum ini mencakup berbagai jenis perbuatan yang
dianggap sebagai kejahatan (jarimah) dan sanksi yang dikenakan terhadap
pelakunya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Syafiq, 2014; Gafffar et al.,
2023). Hukum pidana Islam dibagi dalam dua kategori utama: hukuman had, yang
sudah ditentukan untuk pelanggaran tertentu, dan ta'zir, yang diberikan oleh
penguasa atau hakim ketika tidak ada hukuman yang jelas di dalam teks suci
(Misran, 2021). Misalnya, hukuman untuk perbuatan zina berbeda-beda tergantung
pada status pelaku (Ulfiyati & Muniri, 2022).

Pendekatan dalam hukum pidana Islam lebih menekankan pada rehabilitasi
dan restorasi pelaku, bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah
kejahatan di masa depan. Sistem ini juga mengutamakan pendidikan dan pembinaan
sebagai bagian dari pemidanaan, bukan hanya penghukuman (Firmansyah &
Evendia, 2022). Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip-prinsip ini mirip dengan
pendekatan restoratif yang digunakan dalam mediasi penal (Abildanwa, 2016).

Namun, untuk menyesuaikan hukum pidana Islam dengan tantangan hukum
kontemporer, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlu dilakukan rekonstruksi
pemidanaan. Hal ini penting agar hukum pidana Islam tetap relevan dalam
menghadapi permasalahan hukum modern (Andriyani et al., 2023). Terdapat
perbedaan signifikan antara pidana Islam dan hukum pidana positif, yang
membutuhkan dialog lebih lanjut untuk mencapai keselarasan antara keduanya
(Ulfiyati & Muniri, 2022; Lutfi et al., 2022). Dengan demikian, penerapan hukum
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pidana Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan
mendukung rehabilitasi serta nilai-nilai moral (Gafffar et al., 2023; Basri, 2020).

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip Islam, dengan fokus pada moralitas dan etika dalam setiap transaksi
ekonomi. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan,
serta melarang praktik-praktik yang tidak etis seperti riba (bunga), gharar
(ketidakjelasan), dan maisir (judi) (Mustagim, 2023). Ekonomi syariah bertujuan
untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam transaksi
ekonomi, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun masyarakat ekonomi
yang lebih adil dan berkelanjutan (Prayoga et al., 2023). Ini juga mendukung
praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, yang sesuai dengan
magasid syariah, yaitu melindungi kesejahteraan manusia (Salvia & Malahayatie,
2023; Liza, Laisa, & Saviratul Hilwa, 2023).

Salah satu penerapan utama ekonomi syariah dapat dilihat dalam sektor
perbankan syariah, yang berperan penting dalam menyediakan alternatif
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti murabahah, ijarah,
dan salam (Arsyad et al., 2022; Muhlis, 2022). Bank syariah mendukung
pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), dengan menyediakan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara
finansial tetapi juga memberdayakan masyarakat (Fitria et al., 2022). Pelaksanaan
prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih besar
dan memperkuat kesejahteraan sosial tanpa merugikan pihak manapun (Liza, Laisa,
& Saviratul Hilwa, 2023; Mariana, 2023).

Namun, implementasi ekonomi syariah di lapangan menghadapi beberapa
tantangan, seperti ketidakpahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan
keterbatasan regulasi yang mendukungnya (Devitasari et al., 2022). Oleh karena
itu, edukasi yang tepat dan penguatan regulasi diharapkan dapat mengatasi isu-isu
ini, mendorong penerapan yang lebih efektif, dan membantu mewujudkan sistem
ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan . Dalam konteks ini, ekonomi syariah
tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan moral
yang memastikan keseimbangan antara keuntungan material dan kesejahteraan
spiritual sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nusaibah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi
dan menganalisis tindak kriminal dalam ekonomi syariah, dengan fokus pada
hubungan antara etika dan hukum dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan
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kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena yang terjadi di
lapangan, serta memahami makna dan konteks pelanggaran yang terjadi dalam
praktik ekonomi syariah (Anggraini & Lisdiana, 2020; Lisdiana, 2019). Dalam
penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat, praktisi
hukum, dan ahli ekonomi syariah mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah
dalam menangani tindak kriminal, seperti penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan
kepercayaan yang melibatkan lembaga keuangan syariah (Mariana & Ibrahim,
2022; Mariana & Rahmaniar, 2022; Nufiar, Mariana & Ali, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik,
seperti wawancara mendalam dengan praktisi hukum syariah, ahli ekonomi, dan
pengusaha yang terlibat dalam sistem ekonomi syariah. Wawancara ini bertujuan
untuk memperoleh perspektif subjektif tentang tantangan yang dihadapi dalam
menegakkan hukum syariah dalam transaksi ekonomi dan dampak dari tindak
kriminal dalam sektor ini (Sugiri, 2020). Selain itu, observasi partisipatif
dilakukan untuk memahami dinamika dalam praktik ekonomi syariah yang
melibatkan transaksi dan kegiatan bisnis, serta interaksi antara para pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan hukum syariah.

Dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan juga dianalisis untuk
mendapatkan konteks hukum, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI), regulasi hukum syariah di Indonesia, serta keputusan-keputusan
pengadilan yang terkait dengan pelanggaran dalam ekonomi syariah. Analisis
dokumen ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum syariah diterapkan
dalam menyelesaikan kasus kriminal yang berkaitan dengan ekonomi
(Norrahman, 2023; Andriyani et al., 2023).

PEMBAHASAN
Bentuk-bentuk Tindak Kriminal dalam Sistem Ekonomi Syariah

Tindak kriminal dalam ekonomi syariah mencakup berbagai pelanggaran
yang melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti riba (bunga), gharar
(ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Bentuk-bentuk tindak kriminal ini juga
dapat mencakup kecurangan dalam transaksi, penggelapan, penipuan, dan
penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan syariah. Masing-masing
tindak kriminal ini merusak prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam
sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah bentuk tindak
kriminal yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, yang
berpotensi merusak ketidakadilan dan transparansi dalam sistem perekonomian
yang diharapkan dapat mendukung kesejahteraan umat (Muharam, 2023;
Haerunnisa et al., 2023).
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Salah satu bentuk tindak kriminal yang paling mencolok dalam ekonomi
syariah adalah praktik riba. Riba, yang berarti pengambilan keuntungan yang
berlebihan dari pinjaman uang, tidak hanya dilarang dalam syariah, tetapi juga
berpotensi merusak keseimbangan ekonomi. Riba menciptakan struktur kewajiban
yang tidak adil, di mana debitur seringkali terjerat dalam utang yang tak berujung,
merugikan mereka secara finansial dan spiritual (Rini, 2018). Penelitian
menunjukkan bahwa praktik semacam ini berkontribusi besar terhadap
ketidakstabilan ekonomi dan sosial di masyarakat, sehingga menjadi perhatian
utama bagi lembaga keuangan syariah yang berupaya memastikan kepatuhan
terhadap prinsip syariah (Haerunnisa et al., 2023).

Gharar, yang merujuk pada ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan
dalam transaksi, juga merupakan bentuk kriminalitas yang sering dijumpai di sektor
ekonomi syariah. Ketidakjelasan dalam syarat atau objek transaksi dapat mengarah
pada konflik hukum dan ketidaktransparanan. Hal ini berpotensi menimbulkan
kerugian bagi pihak yang bertransaksi serta merusak kepercayaan publik terhadap
sistem keuangan yang berbasis syariah (Haerunnisa et al., 2023).

Selain itu, tindak kriminal dalam bentuk kecurangan transaksi juga menjadi
masalah krusial dalam ekonomi syariah. Praktik seperti penipuan (fraud),
penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang sering ditemukan di berbagai
jenis lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Kecurangan ini dapat muncul dari
manipulasi laporan keuangan atau misrepresentasi informasi kepada Kklien,
berdampak pada kerugian finansial baik bagi nasabah maupun institusi itu sendiri
(Krisniawan et al., 2023). Penelitian menunjukkan perlunya peningkatan sistem
pengendalian internal dan good corporate governance di lembaga keuangan syariah
untuk mencegah terjadinya kecurangan semacam ini dan menjamin keadilan serta
akuntabilitas (Krisniawan et al., 2023).

Pentingnya pendidikan literasi keuangan dalam mendukung sistem ekonomi
syariah yang transparan dan adil juga tidak dapat diabaikan. Ketidaktahuan
masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah sering kali berkontribusi
terhadap kerentanannya terhadap penipuan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu,
penguatan literasi keuangan di kalangan masyarakat diharapkan dapat membantu
individu untuk lebih memahami dan memilih produk keuangan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah (Menne, 2023).

Dengan mengetahui bentuk-bentuk tindak kriminal ini, para pemangku
kepentingan dalam sistem ekonomi syariah dapat lebih siap dalam menangani dan
mengurangi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, serta
mendorong penerapan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi,
dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari ekonomi syariah itu sendiri
(Muharam, 2023; Norrahman, 2023).
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Peran Etika dalam Mencegah dan Mengatasi Tindak Kriminal

Etika dalam ekonomi syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam
mencegah dan mengatasi tindak kriminal yang dapat merusak integritas sistem
keuangan syariah. Salah satu prinsip utama dalam etika syariah adalah kejujuran.
Kejujuran memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi memiliki pemahaman
yang sama mengenai ketentuan dan informasi yang ada, menghindari
kesalahpahaman yang bisa menyebabkan penipuan atau kecurangan. Dalam
konteks ekonomi syariah, ketidakjujuran tidak hanya melanggar prinsip moral
tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang
berbasis pada nilai-nilai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang
mengedepankan nilai-nilai kejujuran cenderung memiliki lebih sedikit kasus
pelanggaran, karena para pihak dalam transaksi merasa aman dan dihormati.

Prinsip kedua yang tidak kalah penting dalam ekonomi syariah adalah
keadilan. Dalam sistem ekonomi syariah, keadilan berfungsi untuk memastikan
bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil, tanpa ada yang merasa
dirugikan. Keadilan ini meliputi perlakuan yang setara terhadap semua pihak dalam
transaksi, baik itu produsen, konsumen, atau lembaga keuangan. Dalam hal ini,
prinsip keadilan mencegah praktik-praktik eksploitasi, seperti pemanfaatan
ketidaktahuan atau kelemahan pihak lain dalam transaksi. Dengan adanya
kesadaran akan pentingnya keadilan, pelaku ekonomi syariah dapat lebih peka
terhadap hak-hak orang lain, sehingga tindak kriminal, seperti penipuan atau
penyalahgunaan wewenang, dapat dihindari.

Selanjutnya, transparansi juga memegang peranan penting dalam menjaga
integritas dan menghindari tindak kriminal dalam ekonomi syariah. Dengan prinsip
transparansi, setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan
terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memastikan bahwa tidak ada
pihak yang bisa melakukan manipulasi atau kecurangan dalam transaksi.
Transparansi memungkinkan para pihak untuk saling memonitor dan mengevaluasi
setiap langkah yang diambil, sehingga tindakan kriminal yang merugikan dapat
terdeteksi lebih awal. Penerapan prinsip transparansi ini, baik di lembaga keuangan
syariah maupun di masyarakat secara luas, akan menciptakan akuntabilitas yang
tinggi, mengurangi potensi penipuan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem ekonomi syariah.

Pendidikan moral dan etika syariah juga menjadi kunci untuk memperkuat
kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip
syariah. Pendidikan ini tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tetapi juga harus
mencakup praktik yang dapat membentuk karakter individu. Ketika individu
memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah, mereka akan lebih
mudah menghindari tindakan yang bisa merugikan pihak lain, baik secara finansial
maupun sosial. Oleh karena itu, pendidikan mengenai etika ekonomi syariah harus
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diperkuat di berbagai lapisan masyarakat, agar nilai-nilai yang terkandung dalam
prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dapat diterapkan secara menyeluruh.
Dengan cara ini, diharapkan tindak kriminal dalam ekonomi syariah dapat
diminimalkan, dan terciptalah ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Penerapan Hukum Syariah dalam Mengatasi Tindak Kriminal Ekonomi

Penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi
merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem perekonomian yang adil dan
berkelanjutan. Hukum syariah tidak hanya melarang praktik ekonomi yang
merugikan seperti riba, gharar, dan maisir, tetapi juga menetapkan sanksi tegas dan
adil bagi pelanggar prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan dalam
syariah, hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, namun juga
mencakup pendekatan solutif seperti musyawarah dan ta'zir, yang memungkinkan
adanya alternatif hukuman yang lebih ringan untuk pelanggaran berskala ringan
(Prayoga et al., 2023).

Salah satu aspek krusial dalam penerapan hukum syariah adalah adanya
sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan semua aktivitas ekonomi
berjalan sesuai prinsip syariah. Nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi
fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan (Prayoga et al., 2023). Penelitian
menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah secara konsisten mampu mencegah
korupsi dan menciptakan lingkungan bisnis yang bersih. Ketika masyarakat merasa
yakin akan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, mereka akan lebih patuh
terhadap aturan dan nilai-nilai syariah, yang secara langsung berdampak pada
berkurangnya tindak kriminal ekonomi.

Selain pengawasan, peningkatan literasi masyarakat mengenai hukum
syariah juga memegang peranan penting. Pemahaman yang memadai terhadap
hukum dan prinsip ekonomi syariah akan membentuk pelaku ekonomi yang sadar
akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, mereka cenderung menjauhi
praktik-praktik yang merugikan dan justru mendukung transaksi yang adil dan
transparan. Edukasi ini berfungsi sebagai pencegahan dini dan fondasi moral dalam
menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di samping itu, hukum syariah juga memberikan solusi atas sengketa
ekonomi melalui pendekatan musyawarah. Penyelesaian melalui jalur damai ini
sejalan dengan budaya masyarakat dan nilai-nilai Islam, sebagaimana disebutkan
dalam hadis-hadis yang mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Tujuan
utamanya bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, melainkan juga untuk
menjaga keharmonisan sosial dan mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat.
Hal ini mencerminkan misi syariah dalam membawa rahmat bagi seluruh alam,
termasuk dalam aspek ekonomi.
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KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak kriminal dalam ekonomi syariah, seperti riba, gharar, maisir, serta
kecurangan transaksi merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem
keuangan syariah. Untuk mencegahnya, penting penerapan etika syariah,
sistem pengendalian internal yang baik, dan peningkatan literasi keuangan.
Lembaga keuangan syariah dan pemerintah perlu bekerja sama untuk
memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah demi tercapainya
kesejahteraan umat.

2. Etika memiliki peran krusial dalam mencegah dan mengatasi tindak kriminal
dalam ekonomi syariah. Dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran,
keadilan, dan transparansi, etika menjadi landasan moral sekaligus sistem
kontrol internal yang menjaga integritas transaksi dan perilaku pelaku
ekonomi. Penguatan pendidikan etika syariah serta penerapan nilai-nilai
tersebut dalam praktik ekonomi diharapkan dapat menciptakan ekosistem
yang adil, amanah, dan bebas dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
syariah.

3. Penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi
berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan
berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi,
musyawarah, dan sanksi yang proporsional, hukum syariah tidak hanya
berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana
pendidikan dan pembinaan moral masyarakat. Keberhasilan penerapannya
sangat bergantung pada komitmen institusi, sistem pengawasan, dan
pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah dalam kehidupan
ekonomi.
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